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ABSTRACT

The title of legal writing in this study is the control of environmental damage due
to illegal sand mining in Pasir Sakti District, East Lampung Regency, where the
problem in this study is environmental damage due to illegal sand mining. The
purpose of this study was to determine how to control environmental damage due
to illegal sand mining and what are the obstacles in controlling environmental
damage due to illegal sand mining. Control includes prevention, countermeasures
and recovery. The writing of this law uses the empirical writing method wherein
this writing takes into account social facts in the field and the data is obtained from
several interviews with respondents, books, and sources of information. The
conclusion of this research is that the Environmental Service of East Lampung
Regency in the implementation of control has not been implemented optimally
where control in the form of prevention already exists in the form of instruments or
regulations, control in the form of countermeasures is in the implementation
process while control in the form of recovery has not been implemented at all
because of the formation of divisions The control of environmental damage and
environmental pollution in the Environmental Service of East Lampung Regency
was only formed in 2018 and there are several obstacles in the field. Even so, the
Environmental Agency of East Lampung Regency has done its best. The author has
suggestions to the environmental service of East Lampung Regency and local
government to control environmental damage as much as possible as a form of the
impact of illegal sand mining activities / activities in Pasir Sakti District, East
Lampung Regency.

Keywaords: control, environmental damage, illegal sand mining
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di Asia
Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan Benua
Asia dan Benua Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas begitu juga penduduknya
yang banyak mempunyai keanekaragaman budaya, etnis, bahasa maupun agama.
Di Negara Republik Indonesia memiliki kaya akan tanahnya yang subur
menghasilkan kondisi alam yang begitu tinggi nilainya. Memiliki wilayah
daerah tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi ini juga menghasilkan

banyak terdapat sumber daya alam di dalamnya.

Sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
mempunyai kedudukan serta peran penting bagi kehidupan maka dari itu perlu
dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi
kesejahteraan rakyat banyak untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.
Salah satu sumber daya alam tersebut berupa bahan galian tambang yang
mencakup mineral dan batubara. Indonesia merupakan salah satu negara yang
memiliki kekayaan nasional berupa mineral dan batubara yang sangat berlimpah.
Maka dari itu memang benar adanya kekayaan itu perlu dikelola dengan

perlindungan maupun dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik serta



penggunaan sumber daya alam tersebut harus selaras, serasi dan seimbang

dengan fungsi lingkungan.

Bahan-bahan tambang tersebut dikuasai oleh Negara. Mengingat mineral
dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi
merupakan sumber alam yang yang tidak bisa diperbarui, pengelolaanya perlu
dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan
berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.*

Salah satu wilayah yang mempunyai potensi pertambangan adalah
Kabupaten Lampung Timur tepatnya di Kecamatan Pasir Sakti yaitu pasir bukan
logam dan batuan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996 yaitu bahan galian golongan C jenis lepas
adalah bahan galian golongan C yang berupa urug, pasir, sirtu, tras dan batu

apung. pasir merupakan bahan galian golongan C.2

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.® Istilah hukum pertambangan
merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu mining law. Hukum

pertambangan adalah: “Hukum yang mengatur tentang penggalian atau

! Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara.

2 pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996.

3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah” Penggalian atau
pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang
terkandung di dalam perut bumi. Pengertian dari pertambangan itu sendiri
berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara adalah “sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara
yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau
pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.’

Kedudukan negara sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan
dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara
menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) agar
kekayaan nasional tersebut di manfaatkan untuk sebesar- besarnya kemakmuran
rakyat Indonesia.® Usaha pertambangan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 6
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau
Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau
pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca

tambang”.®

4 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan
BatuBara.

5 Salim, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, him 10.

® Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan
BatuBara.



Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara (selanjutnya ditulis UU
Minerba)”usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha
pertambangan (IUP)”.” Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan
tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang undangan,®
sehingga izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin
untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu perundang undangan dan
berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu
yang dapat mengganggu hak orang lain atau lingkungan. Namun pada
kenyataanya, masih banyak terdapat kegiatan usaha pertambangan di berbagai

wilayah yang dilakukan perorangan maupun badan hukum tidak memiliki izin

usaha pertambangan (IUP).

Di Kabupaten Lampung Timur, khususnya di Desa Mulyosari dan Desa
Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti ditemukan aktivitas/ kegiatan usaha
pertambangan pasir yang dilakukan oleh perseorangan yang tidak memiliki izin

usaha pertambangan (IUP) atau secara ilegal.

Aktivitas/ kegiatan usaha pertambangan pasir ilegal ini berawal dari
usaha tambang pasir sebuah badan hukum yaitu PT. Terindo sekitar pada Tahun
1995 yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Namun beberapa tahun

berlalu izin tersebut berakhir dan tidak diperpanjang lagi oleh pihak PT. Terindo

" Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.
8 Philipus M Hadjon, 1994, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, him. 2.



tersebut dan bekas tambang pasir tersebut tidak dilakukan pemulihan. Keadaan
ini membuat masyarakat yang dulunya bekerja di PT. Terindo kesulitan untuk
menghasilkan uang demi melangsungkan kehidupan mereka, karena hilangnya
lapangan pekerjaan membuat banyak yang pengangguran. Maka dari itu faktor
ekonomi ini merupakan faktor pendukung utama pelaku usaha tambang ilegal
melakukan aktivitas/ kegiatan tambang pasir ilegal ini. Pada saat itu, setelah
berakhirnya izin usaha pertambangan (IUP) PT. Terindo maka PT. Terindo
tersebut tutup membuat masyarakat setempat atau para buruh yang bekerja di
PT. Terindo tersebut mulai mengusahakan sendiri bekas tambang pasir tersebut
yang tidak direklamasi untuk melangsungkan kehidupan mereka namun ada
beberapa yang mengajukan izin kepada pihak pemerintah tetapi tidak diizinkan/
dikabulkan karena mengingat keadaan lingkungan yang tidak baik lagi karena

dampak dari aktivitas/ kegiatan tambang pasir tersebut.

Namun ada juga aktivitas/ kegiatan usaha pertambangan ilegal ini yang
diusahakan sendiri yaitu dengan mengusahakan lahan milik mereka sendiri
dengan mengajukan izin usaha pertambangan (IUP) kepada pemerintah namun
tidak dikabulkan/ diizinkan. Walaupun izin usaha pertambangan (IUP) tidak
diizinkan oleh pemerintah, masyarakat atau pelaku usaha tambang ilegal tersebut
tetap melakukan aktivitas/ usaha tambang pasir ilegal ini menjadi tempat
penambangan pasir juga dikarenakan kondisi Desa Mulyosari dan Desa
Rejomulyo tersebut memang merupakan tanah yang tandus yang memiliki

potensi sumber daya alam bahan galian golongan C yaitu pasir.



Dari kegiatan/ aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut mempunyai
dampak negative yang dimana adanya masyarakat merasa resah dikarenakan
dampak negatif dari aktivitas/ kegiatan usaha penambangan tambang pasir ini.
Dampak negatif dari kegiatan usaha penambangan pasir berupa kerusakan
lingkungan karena tidak ada pengawasan terhadap kegiatan pertambangan pasir

ilegal atau tanpa izin.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup” Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.® Dan berdasarkan Pasal
1 ayat 24 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996
kerusakan lingkungan penambangan adalah berubahnya karakteristik
lingkungan penambanagan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan

peruntukannya.*®

Dalam hal ini pihak aparat hukum selaku pemerintah sudah memberikan
teguran secara lisan maupun tertulis kepada pelaku usaha tambang pasir ilegal
ini, bahkan beberapa dari pelaku usaha tambang pasir ilegal ini sudah ada yang

dijatuhi hukuman penjara namun pada kenyataanya, pelaku usaha tambang pasir

® Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10 pasal 1 ayat 4 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996.
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ilegal lainnya tidak menghiraukan kejadian tersebut, melainkan tetap

melanjutkan kegiatan usaha tambang pasir ilegal.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai
Akibat Tambang Pasir llegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung

Timur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat
Pertambangan Pasir llegal Di Desa Mulyosari dan Desa Rejomulyo
Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

2. Apa Saja Kendala Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai
akibat Tambang Pasir llegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung

Timur.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat
Tambang Pasir llegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.
2. Mengetahui kendala dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai
akibat Tambang Pasir llegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung

Timur.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
terhadap ilmu hukum pada umumnya dan untuk pengembangan hukum
lingkungan, khususnya dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai
akibat Tambang Pasir llegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung

Timur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait
yang berhubungan dengan permasalahan hukum, yaitu:
a. Bagi Masyarakat

1) Masyarakat dapat mengetahui bagaimanakah cara pengendalian
akibat kerusakan lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir llegal
di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur
Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Tambang
Pasir llegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung

Timur.
2) Masyarakat dapat mengetahui tindakan hukum apa yang harus
dilakukan dalam menghadapi kerusakan lingkungan sebagai
akibat tambang pasir ilegal di kecamatan pasir sakti Kecamatan

Lampung Timur.
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b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup selaku pemerintah dapat menindaklanjuti
dalam hal pengendalian tambang pasir ilegal ini terkait kerusakan
lingkungannya.

c. Bagi Bupati Lampung Timur
Bupati Lampung Timur selaku pemerintah agar dapat memberikan
aturan yang lebih ketat terkait pengendalian tambang pasir ilegal.

d. Polisi
Polisi selaku aparat hukum dapat mengambil tindakan untuk

pengendalian kerusakan lingkungan akibat tambang pasir ilegal.

E. Keasliaan Penelitian

Rencana penelitian penulis merupakan karya asli dan bukan duplikasi ataupun
plagiasi skripsi lain. Berkaitan dengan rencana penelitian hukum penulis, ada

beberapa skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut:

a. Rizki Amelia, 07230052 Fakultas Ilmu Sosial dan limu Politik Universitas
Muhammadiyah Malang. Judul Skripsi adalah Peranan Pemerintah
Kabupaten Kediri Dalam Menanggulangi Penambangan Pasir llegal di
Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Rumusan Masalahnya adalah
Bagaimana Peranan Pemerintah Kabupaten dalam Menanggulangi

Penambangan pasir llegal di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
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Hasil penelitianya adalah peranan pemerintah kabupaten dalam

menanggulangi penambangan pasir di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten
Kediri selama ini belum optimal dan mengena di kalangan pelaku
penambang pasir secara ilegal. Beberapa hal yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten dalam menghadapi penampang pasal illegal harus
lebih konsisten terhadap kebijakan maupun jani-janji kepada para
penambang pasir ilegal dan juga kepada masyarakat.
Ivena Cindy Heriyanto, 150512186, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Yogyakarta. Judul skripsi adalah Pelaksanaan PascaTambang Sebagai
Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di
Kabupaten Lebak. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pelaksanaan
Kegiatan Pascatambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan
Lingkungan akibat Pertambangan Pasir di Kabupaten Lebak.

Hasil penelitianya adalah ada 5 perusahaan di kecamatan
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak yaitu PT Kwarinest Ageung belum
melakukan kegiatan pasca tambang karena izin pada perusahaan tersebut
masih berlaku, PT. PAM belum melakukan kegiatan pascatambang
dikarenakam izin pada perusahaan ini masih berlaku, CV Cinyurup Pasir
juga belum melakukan kegiatan pascatambang karena izin pada perusahaan
ini masih berlaku, Perusahaan pertambangan milik Suryadijaya Edi Wijaya
belum melakukan kegiatan pascatambang padahal izinya sudah berakhir
pada 30 Januari 2015, Perusahaan pertambangan milik H. Dudy Ruchyat

belum melakukan kegiatan pascatambang padahal izinya sudah berakhir
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pada 24 September 2018. Meskipun kelima perusahaan tidak melakukan
kegiatan pascatambang, namun dua diantaranya melaksanakan kewajiban
UKL/UPL seperti perbaikan secara bertahap terhadap wilayah yang sudah
tidak diusahakan lagi.
Riswandi, 10500112076 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar. Judul skripsi adalah Penyelesaian Kasus
Penambang Pasir llegal. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses
penyelesaian kasus Penambangan llegal di Pengadilan Negeri dan
bagaimanakah sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa.
Hasil penelitianya adalah proses penyelesaian tindak pidana
pertambangan yang dilakukan melalui jalur hukum yaitu di Pengadilan
Negeri Sungguminasa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang
beracara. Dan pada kasus ini jalur non litigasi juga sudah ditempuh sebelum
melalui jalur litigasi. Pada sanksi yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 158
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling
banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Namun pada
putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada perkara No; 49/Pid
Sus/2015/PN.Smg menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan dan
denda sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) kepada
terdakwa yang terbukti melakukan usaha penambangan tanpa izin di Dusun
Tamattia Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dianggap

telah sesuai.
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Berdasarkan tiga penulisan hukum yang telah dipaparkan, terdapat
persamaan dan perbedaan diantara ketiganya. Persamaanya adalah dari
ketiga penulisan hukum tersebut sama sama membahas mengenai
pengendalian sebagai akibat tambang pasir. Sedangkan perbedaanya adalah
dalam penulisan hukum atas nama Rizky Amalia lebih fokus ke bagaimana
peran pemerintah dalam menanggulangi penambangan pasir ilegal,
penulisan hukum atas nama Ivena Cindy Heriyanto berfokus pelaksanaan
pada bentuk pengendalian yaitu pascatambang sebagai upaya pengendalian
kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir yang memiliki izin atau
tidak ilegal, sedangkan dalam penulisan hukum yang ketiga atau terakhir
atas nama Riswandi lebih mengarah kepada bagaimana proses penyelesaian
kasus penambangan pasir llegal di Pengadilan Negeri dan bagaimanakah

sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa.

F. Batasan Konsep

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Minerba, Pertambangan adalah sebagian
atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan
perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegaiatn pascatambang.
Yang dimaksud pertambangan dalam penelitian penulis adalah
pertambangan pasir.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UUPPLH, Kerusakan Lingkungan Hidup

adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik,
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kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

3. Berdasarkan Pasal 13 UUPPLH, Pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan
pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan,
peran, dan tanggung jawab masing-masing

4. Pertambangan llegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang
dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak
menggunakan prinsip prinsip penambangan’’yang’’baik dan benar (Good

Mining Practice).™
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris.
yaitu Penelitian Hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini
memerlukan data primer sebagal data utama dan didukung dengan data

sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
2. Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah:

a. Data Primer

1 http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20llegal%20di%20Indonesia.pdf



http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf
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Data Primer adalah data hasil wawancara yang diperoleh dari Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer:

a) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

¢) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d) Peraturan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

f) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996
tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau
Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di
Dataran.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, pendapat hukum dalam

literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan data statistic

dari instansi/lembaga resmi pemerintah, serta wawancara dari
pejabat yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.
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3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan
Dengan cara mencari, mencatat dan mempelajari dan mengutip bahan
hukum primer yaitu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan bahan
hukum sekunder yaitu, jurnal, buku dan media sosial seperti internet

yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Wawancara

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara yakni proses
tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi
terkait dengan objek yang diteliti. Wawancara tersebut dilakukan secara
bebas terpimpin dengan wawancara responden melalui tanya jawab
dengan kebijakan peneliti. Kemudian akan diadakan pencatatan

terhadap jawaban dari responden.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten

Lampung Timur.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah warga sekitar yang tinggal hidup di
dekat pertambangan pasir ilegal tersebut. Penulis mengambil beberapa

sampel dari tanggapan warga sekitar.
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Sample dalam penelitian ini adalah dua Desa yang terdapat di Kecamatan

Pasir Sakti dari beberapa desa yang berada di Kecamatan Pasir Sakti.
6. Responden

Responden dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Maya Sakti selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup.

b. Akhmad Andika Negara selaku seksi Kerusakan Lingkungan
Hidup di Dinas Lingkungan Hidup.

¢. Rendra Tolig selaku pelaku tambang pasir ilegal.

d. Sumarno Bin Tukijan selaku masyarakat setempat yang tinggal
hidup disekitar galian pasir.

e. Kadun selaku masyarakat setempat yang tinggal hidup disekitar

galian pasir.
7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan
cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang telah
dikumpulkan, sehingga mendapat suatu gambaran mengenai suatu
keadaan yang diteliti untuk selanjutnya diambil kesimpulan dengan
menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir dari suatu
pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat

umum dengan menggunakan penalaran.
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BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Kerusakan Lingkungan
sebagai akibat Tambang Pasir llegal belum sepenuhnya dilakukan oleh Pihak
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur. Pengendalian hanya
dalam tahap pencegahan saja, selanjutnya tahap penanggulangan masih dalam
proses pelaksanaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.
Pengendalian ini belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan struktur organisasi
divisi pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan baru saja dibentuk
pada Tahun 2018 awal. Selain itu, belum maksimalnya pengendalian juga
disebabkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan pengendalian, yaitu
status kepemilikan tanah, kurangnya kesadaran hukum dan yang terakhir adalah
pelaku tambang/ masyarakat setempat yang menjadi pekerja mendapatkan
penghasilan untuk menunjang kehidupan mereka dari kegiatan/ aktivitas
tambang pasir ilegal ini
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur yang sedang dalam
proses melakukan pengendalian tahap penanggulangan sebaiknya cepat

untuk diselesaikan karena mengingat sudah banyak sekali terdapat
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kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas/ kegiatan tambang pasir
ilegal ini.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur sebaiknya juga cepat
dilakukan pengendalian dalam tahap pemulihan apabila tahap
penanggulangan sudah selesai dilaksanakan.

. Polisi selaku aparat hukum sebaiknya lebih sering untuk melakukan
penyuluhan agar pelaku tambang pasir ilegal sadar akan hukum dan
mengambil tindakan yang lebih baik lagi.

. Pemerintah Daerah/ Kabupaten sebaiknya membuat/ menciptakan sebuah

lapangan pekerjaan lain untuk masyarakat setempat.
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Lampiran

Gambar 1.

Keterangan: Alat/ selang untuk menyedot pasir dalam kegiatan/ aktivitas
tambang pasir ilegal di Kecamatan Pasir Sakti

Gambar 2.

Keterangan: Kendaraan/ mobil truck pengangkut pasir untuk dikirimkan ke
PT. Krakatau.



Gambar 3.

Keteragan: Kondisi dari kegiatan/ aktivitas tambang pasir ilegal di
Kecamatan Pasir Sakti.

Gambar 4.

Keterangan: Bekas tambang pasir ilegal yang sudah dialihfungsikan oleh
pelaku tambang menjadi keramba ikan.
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